WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR !| TAHUN 2013

TENTANG
SISTEM TATA KELOLA KAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

bahwa dalam upaya mewujudkan Sistem Pengelolaan Kas
yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntable
berbasis Tehnologi Informasi, perlu diciptakan sistem yang
komprehensip dan terintegrasi tentang Tata Kelola Kas
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Sistem Tata Kelola Kas Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);




~ 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

' Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,

P sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
( Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 );

12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Kendari Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2012 Nomor 7);

13. Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Kendari Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Kendari
Tahun 2012 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM TATA KELOLA

KAS DAERAH
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

likota adalah Walikota Kendari.

I8 Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan
g Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
Embayar seluruh pengeluaran daerah.

t¢ening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang
ders yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh
ferimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
ank yang ditetapkan.

ik Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
fivensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
Platannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

fidahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan
4s nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan
Afig atau surat berharga atau barang-barang daerah.



fidahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk
gksanakan fungsi bendahara umum daerah.

ldahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
wgv pan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung
abkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
@ Satuan Kerja Perangkat Daerah.

ahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
uu pan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung
ibkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
laksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah.

jdla Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan
e gan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
findak sebagai Bendahara Umum Daerah.

4~14: Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

g Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan
g F;dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari- hari.

@Sa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh
fiddhara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
@M rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah
etapkan.

igelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup
ngelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk
nanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara

LT

BAB II
BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

pala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai
endahara Umum Daerah.

jala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara
gium Daerah dapat menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk
Elaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan
‘ ,u elolaan Uang Daerah dan surat berharga.

‘ Pasal 3
a Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah

fiberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
geluaran Kas Daerah;

flantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
ifatau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

ipusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
BD;
fiyimpan Uang Daerah;

laksanakan penempatan Uang Daerah;

fngelola/ menatausahakan investasi;

akukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna
Pgaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan

fiyajikan informasi keuangan daerah.



Pasal 4

endahara Umum Daerah bertugas :

iEnyiapkan anggaran kas;

snyiapkan surat penyediaan dana;

ol herbltkan surat perintah pencairan dana; dan

nyxmpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.

K melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa
l ara Umum Daerah berwenang

ol mantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
jar / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

nis ngusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
laksanaan APBD;

menyimpan Uang Daerah;

ficlaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola / menata
w:i akan investasi;

ficlakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna
AT ggaran atas beban Rekenmg Kas Umum Daerah;

felaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
nelakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

_lakukan penagihan piutang daerah.

” BAB III

UANG DAERAH

Pasal 5

g aerah meliputi rupiah dan valuta asing.

it , Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam
Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan daerah dan Bendahara
geluaran daerah.

Pasal 6

@mbahan Uang Daerah bersumber dari:
c ndapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana
PErimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
benerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil
Enjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan
)\ tang, dan
penerimaan daerah lainnya
12 f angan Uang Daerah diakibatkan oleh:
slanja daerah;
engeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang,
penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
fengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak
kEtiga.

BAB IV
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

BStasi pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan
fMerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun
gka panjang.



Stasi jangka pendek merupakan investasi yan, 2
albehkan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka man, |
ko rendah serta dumhkl selama kurang dari 12 (dua bex

Stasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2,

Sito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (.

i yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Sura
‘..A(SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendal.

ara (SPN).

Stasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggar.
stasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan
erdiri dari investasi permanen dan non-permanen.

Stasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain
£+ berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka
gendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga
‘t%_f menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha,
At berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga
ur igan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak
lgksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka
jek.

Stasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk
iliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau
ik ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam
ituk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal
fah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi
Mlanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan
idapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Stasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan
ik dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk
Erjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat
fig jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan
iggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam
Pka pelayanan/pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan modal
1a; pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat,
mberian fasilitas fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menegah.
jeStasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila
filah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
apkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan
ipédoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 8

likota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan
fik Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari
ficrimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

jala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
ferah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang
I Juk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

v Jukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat
ilam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum
g bersangkutan.



anjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang kurangnya

) t:akup

his_pelayanan yang diberikan;

mekanisme pengeluaran /penyaluran dana melalui bank;

hmpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening

fas Umum Daerah;

bemberian bunga/jasa giro/ bagi hasil atas saldo rekening;

Wajlban menyampaikan laporan;

ksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar

3 ena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan

ata cara penyelesaian perselisihan.

mbukaan rekening di Bank Umum oleh Walikota sesuai dengan kriteria

i persyaratan Bank Sentral untuk menyimpan uang Daerah yang
Isal dari penerimaan dan pengeluaran Daerah.

Pasal 9

idahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat
émbuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh

,-t ota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional
aan daerah.

KEning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai
Ke ning bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke
kening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir
1. kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank
ium bersangkutan.

flam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ira teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Walikota mengatur
iy ipahan secara berkala.

ahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada
4k Umum yang ditetapkan oleh walikota untuk mendukung kelancaran
lak sanaan operasional pengeluaran daerah.

€kening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai
ng yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan
intah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan
fgan Keputusan Walikota.

findahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening
figeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan
penntah Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum
2(»

'zf:‘ ikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum
lakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara
:_‘5'1 Daerah.

fentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening
flierimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
yat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

3 BAB VI
'BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 10

intah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang
m. pada Bank Umum.
ga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas Daerah.



Pasal 11

i@pmUang Daerah yang berada di Bank Umum, Bendahara Umum
il berhz memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga
€rlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.

BAB VII
PENERIMAAN DAERAH

2 Pasal 12

i
& setiap awal tahun anggaran Walikota mengangkat Bendahara
fiffimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
anaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan
intah daerah.
u melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota
[ memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di
gktingan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan
§a Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota.
' a pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan
agaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke
¢ning Kas Umum Daerah.

BAB VIII
UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

,.»f:' rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah
pat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk
‘mbiayai kegiatan operasmnal sehari-hari.

-{? ota dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada
k' Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud
da ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah.

ida setiap awal tahun anggaran Walikota mengangkat Bendahara
geluaran pada satuan kerja perangkat daerah untuk mengelola Uang
IS dlaan yang harus dipertanggungjawabkan.

dlam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat
Mmerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening
igeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

b

g Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak
at dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah
jada pihak yang menyediakan barang dan /atau jasa.

*-,»;i aan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan
jagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat
enakan sanksi.

fientuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran, tata cara
figcunaan, pembukaan dan penutupan rekening, pembukuan,

dporan, dan pertanggungjawaban Uang Persediaan diatur dengan
‘ Walikota.



BAB IX
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

ala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
-'~':"l bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan
pkan saldo kas minimal.

arkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana
ud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi
ldjemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk
igeunakan kelebihan kas.

o ol €gi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
1 XSz akan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan :

otk pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk
iemperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban
@erah; dan/atau

Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan
::i aat yang optimal.

@ rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja perangkat
! wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara
,,j kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB X
PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIH /" KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 16

hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat
Kan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual Surat berharga
P dengan persetujuan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan
@ng-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 17

am hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat
fempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang
Ighasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.

jempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan
Mastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang
fSebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada
it diperlukan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN
PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 18

idahara Umum Daerah, kepala Satuan Kerja pera'nglfat daerah
Anggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
£ ‘,. ya.



en ahara Umum Daerah, dan satuan kerja perangkat daerah yang
figuasai Uang Daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang
icrah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

tlaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban
Merintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah
@kukan secara periodik dan berjenjang.

BAB XII
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 19

pendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh
ala satuan kerja perangkat daerah.

n awasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh
jarat pengawasan fungsional daerah dan oleh Badan Pemeriksa
wn@: gan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

aat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, rekemng—rekemng yang
oleh SKPD sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib
rkan dan diatur kembali sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 3
DU an terhitung sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 21
ffan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
g0ta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 7 ~ (- 2013

WALIKOTA KENDARI,
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